
BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM SINAU BARENG  PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN DASAR PADA TAHUN AJARAN 2020/2021

DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor
HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987
Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan
Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona
Virus Diseases 2019 (COVID-19);

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan
Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona
Virus Disease (COVID-19);

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
420/6546/sj Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran
Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan  Tahun Akademik
2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 di Daerah; dan

4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah
dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease
(Covid-19);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a serta adanya kebutuhan pembelajaran tatap
muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam
melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka perlu
mengatur Program Sinau Bareng pada Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar pada Tahun Ajaran
2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal   18 ayat  (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

SALINAN
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1950  tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan
Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79
Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111
Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1544);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160
Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006
dan Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1902);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53
Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik
dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1868);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
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19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 954);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 955);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 956);

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada
Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Pelajaran pada Pendidikan Menengah Kurikulum 2013 pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar Pelajaran pada Pendidikan Menengah Kurikulum
2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1692);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun  2016  tentang  Standar  Proses  Pendidikan  Dasar
dan  Menengah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2016 Nomor 955);

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44
Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1591);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita  Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri
E Nomor, 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Nomor 6);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 82);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PROGRAM SINAU BARENG
PADA SATUAN PENDIDIKAN  ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN DASAR PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DI
MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala

Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lumajang.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada  jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang   dan jenis
pendidikan pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten.
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7. Pendidikan Anak Usia Dini yang  selanjutnya disingkat
PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang
pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan
yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia
enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang
diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

8. Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada
jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program
pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

9. Sekolah  Dasar  yang  selanjutnya disingkat  SD  adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan   formal   yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
Pendidikan Dasar.

10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah
satuan pendidikan formal yang Setara SD dengan kekhasan
agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang
pendidikan dasar.

11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya  disingkat
SMP adalah salah satubentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.

12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs
adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan Setara SMP kekhasan agama
Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI,
atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara
Sekolah Dasar atau MI.

13. Kepala  Sekolah   adalah  Guru yang diberi    tugas untuk
memimpin dan mengelola satuan pendidikan.

14. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas terdiri atas unsur Dinas dan Pengawas
Sekolah.

15. Program Sinau Bareng yang selanjutnya disingkat PSB
adalah pembelajaran  tatap  muka  di  sekolah  pada
jenjang PAUD/SD/SMP atau RA/MI/MTs yang dilakukan
secara  terbatas  dengan mengutamakan keselamatan
jiwa dan raga  seluruh  warga belajar  beserta  keluarganya
dan dilakukan dengan penerapan  protokol  kesehatan.

16. Prosedur pembelajaran Program Sinau Bareng adalah
mekanisme pembelajaran di satuan pendidikan dengan
protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan
membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

17. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ
adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara
daring ataupun luring.
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18. Protokol kesehatan penyelenggaraan Program Sinau Bareng
di satuan pendidikan adalah sejumlah protokol kesehatan
yang wajib dipenuhi setiap satuan pendidikan sebelum dan
setelah pembelajaran.

19. Anggaran   adalah   anggaran  yang     ditetapkan  untuk
mendukung   keterlaksanaan   Program Sinau Bareng pada
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka melalui
PSB pada satuan pendidikan  di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan
pembelajaran tatap muka melalui PSB pada satuan
pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANGLINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. implementasi PSB Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Dasar;
b. kerjasama;
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
d. penganggaran.

BAB IV
IMPLEMENTASI PROGRAM SINAU BARENG

Pasal 5

(1) Setiap Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dapat
menyelenggarakan PSB dengan memperhatikan dan
konsisten protokol kesehatan.

(2) Implementasi PSB dilaksanakan pada jenjang PAUD/RA,
SD/MI dan SMP/MTs.

(3) PSB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada
Tahun Ajaran 2020/2021 pada masa pandemi Corona
Virus Disease 2019.
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(4) PSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan jumlah peserta didik di setiap kelas tidak lebih
dari 25 % (dua puluh lima persen).

(5) Pelaksanaan pembelajaran PSB maksimal dilaksanakan 2
(dua) shift dalam sehari.

(6) PSB sebagaimana dimaksud ayat (1) berdampingan
dengan kegiatan PJJ dan Program Guru Sambang.

(7) Satuan Pendidikan melaksanakan belajar dari rumah
melalui PJJ apabila kondisi tidak aman.

(8) PSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan Panduan PSB.

(9) Panduan PSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 6

Implementasi PSB dilaksanakan bekerja sama dengan :
a. Dinas Pendidikan;
b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang;
c. Dinas Kesehatan; dan
d. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019

Kabupaten Lumajang.

Pasal 7

Satuan pendidikan dapat mengembangkan sinergi dengan
pihak eksternal melalui Dinas.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1) Untuk memastikan pelaksanaan PSB berjalan efektif dan
sesuai dengan ketentuan dilakukan monitoring dan
evaluasi.

(2) Monitoring dan evaluasi impelementasi PSB pada satuan
pendidikan dilakukan secara internal dan eksternal.

(3) Monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan cara
melakukan supervisi PSB.

(4) Pelaksanaan   monitoring dan    evaluasi   eksternal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan
oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang  ditetapkan oleh
Kepala Dinas.
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(5) Dinas Pendidikan wajib melaporkan hasil  monitoring
dan evaluasi implementasi PSB kepada Bupati.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 9

Kegiatan Implementasi PSB pada Satuan Pendidikan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI
Jabatan Paraf Tanggal

Sekretaris Daerah
Asisten
Ka. Dindik
Plt. Kabag. Hukum


